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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai penambahan syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dalam proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 secara formal memiliki dasar kewenangan normatif. Kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan ruang bagi kepolisian untuk mengatur teknis pelayanan publik. Namun demikian, secara substansial pengaturan tersebut menunjukkan adanya perluasan materi muatan pelayanan SKCK yang tidak sepenuhnya berkaitan langsung dengan tujuan utama penerbitan SKCK sebagai keterangan catatan kepolisian seseorang.
2. Ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, penambahan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan dalam penerbitan SKCK memenuhi asas legalitas dalam arti formal karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, dari aspek asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kemanfaatan, keadilan, dan proporsionalitas, kebijakan tersebut masih menyisakan persoalan hukum. Penambahan syarat administratif yang berpotensi menghambat akses warga negara terhadap pelayanan publik dapat menimbulkan pembatasan hak konstitusional, terutama hak atas kepastian hukum dan hak memperoleh pelayanan publik yang adil.
3. Implikasi yuridis dan sosial dari penerapan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pengurusan SKCK di Polresta Deli Serdang menunjukkan adanya dampak nyata bagi masyarakat. Dampak tersebut antara lain berupa keterlambatan pengurusan SKCK, meningkatnya beban administratif bagi pemohon, serta potensi ketimpangan akses pelayanan publik bagi kelompok masyarakat tertentu. Dari sisi aparatur kepolisian, kebijakan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan mekanisme fleksibilitas atau evaluasi kebijakan yang responsif terhadap kondisi sosial masyarakat.
B. Saran

1. Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, disarankan agar melakukan evaluasi terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023, khususnya terkait penambahan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan dalam penerbitan SKCK. Evaluasi tersebut perlu mempertimbangkan kesesuaian antara tujuan pelayanan SKCK dan substansi persyaratan yang dibebankan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan hambatan administratif yang tidak proporsional.
2. Kepada Polresta Deli Serdang sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah, disarankan agar meningkatkan sosialisasi dan pelayanan informatif kepada masyarakat terkait persyaratan pengurusan SKCK. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait untuk meminimalisasi kendala administratif yang dialami oleh pemohon SKCK, khususnya masyarakat yang berasal dari kelompok rentan. 

3. Kepada pembentuk kebijakan di tingkat nasional, disarankan agar integrasi kebijakan pelayanan publik dengan kebijakan jaminan sosial dilakukan secara lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara. Integrasi tersebut hendaknya disertai dengan mekanisme pengecualian atau diskresi terbatas guna menjamin keadilan substantif dalam pelayanan publik.










